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ANALISA SPASIAL DAN KEPENDUDUKAN 








 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran karakteristik kependudukan dan 
fisik spasial dalam kota. Penelitian dilakukan dalam lingkup  Bagian Wilayah Kota  V (BWK 
V), Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
survey langsung ke instansi seperti Kantor  PBB Cabang Kendari, Kantor Kelurahan dan 
kecamatan masing-masing dalam zona penelitian, (BPS, BAPPEDA, Dispenda, dan Dinas 
Tata Kota Kendari), dan lain-lain instansi terkait serta observasi lapangan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan ; 1) laju pertumbuhan penduduk 2007-2008 sebesar 
10,37%, 2) rasio distribusi penduduk terbesar di Kelurahan Lalolara sebesar 24,8%, 3) 
estimasi proyeksi penduduk tahun 2019 sebesar 60.317 jiwa, 4) tingkat kepadatan penduduk 
BWK V sebesar 6 jiwa/Ha, 5) estimasi kepadatan penduduk berdasarkan hasil proyeksi 2019 
sebesar 9 jiwa/Ha, 6) pertumbuhan penduduk Tahun 2007 BWK V berjumlah 33.740 jiwa, 
tahun 2008 penduduk berjumlah 37.241 jiwa dan tahun 2009 penduduk berjumlah 38.068 
jiwa. Terkait spasial hasilnya menunjukkan ; a) perkembangan jumlah bangunan 2007-2008 
sebesar 8,63%, 2008-2009 sebesar 3,59%, b) perkembangan luas kepemilikan tanah 2007-
2008 sebesar 5,65%, 2008-2009 sebesar 2,40%, c) perkembangan luas bangunan 2007-2008 
sebesar 14,91%, 2008-2009 sebesar 6,24%. 
Kesimpulannya terbukti bahwa a) perkembangan fisik kota mengikuti irama 
pertumbuhan penduduk. b) Tingkat kepadatan penduduk dalam BWK V sampai pada tahun 
2019 masih dalam kategori rendah. c) Perkembangan penduduk dan pemanfaatan lahan tidak 
dapat ditekan atau dikendalikan tetapi hanya dapat di arahkan. 
 
Kata kunci : Kendari, Kota, Spasial, Penduduk 
 
PENDAHULUAN  
Dua faktor utama dikenali sebagai 
determinan sifat dinamika kehidupan kota 
yang sangat tinggi, yaitu faktor 
kependudukan disatu sisi dan faktor kegiatan 
penduduk di sisi lain. 
Meningkatnya tuntutan kehidupan 
masyarakat sehingga mengakibatkan 
meningkatnya volume dan frekuensi kegiatan 
penduduk yang kemudian membawa 
konsekuensi spasial yang serius bagi 
kehidupan kota, yaitu adanya tuntutan akan 
space yang terus-menerus  untuk 
dimanfaatkan sebagai tempat hunian, 
aktifitas sosial dan bisnis. 





Situasi Kota Kendari pada dasarnya 
sama krusialnya dengan perkembangan kota 
lain di Indonesia. Pembangunan wilayah 
Kota Kendari  dituangkan dalam bentuk 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 
dimana wilayah Kota Kendari dibagi 
menjadi 7 Bagian Wilayah Kota (BWK).  
Berdasarkan RTRW Kota Kendari 
Khusus BWK V meliputi 7 kelurahan yaitu 
kelurahan Rahandouna, Andounohu, 
Mokoau, Kambu, Padaleu, Lalolara dan 
sebagian wilayah kelurahan Lepo-Lepo, 
yang akan menjadi wilayah penelitian adalah 
sebagai pusat kompleks Kantor Gubernur 
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan arahan 
fungsi kota sebagai pusat pemerintahan 
provinsi, pendidikan, kesehatan, rumah 
kebun, pertanian sawah, dan hutan wisata 
agro (agro forestry).  
Salah satu permasalahan yang 
teridentifikasi dan perlu segera diambil 
kebijakan oleh pemerintah Kota Kendari 
adalah  sulitnya pengendalian perkembangan 
fisik kegiatan perkotaan sesuai dengan 
arahan peruntukan lahan yang telah 
ditetapkan, sehingga kecenderungan 
terjadinya alih fungsi lahan secara alamiah 
atau mengikuti permintaan pasar menjadi 






a. Proses Perkembangan Spasial Kota   
Hadi (2008), di dalam studi kota proses 
ini menjadi penentu bertambah luasnya areal 
kekotaan dan makin padatnya bangunan 
dibagian dalam kota sehingga secara 
definitive dapat dirumuskan sebagai suatu 
proses penambahan ruang yang terjadi secara 
mendatar dengan cara menempati ruang-
ruang yang masih kosong baik di daerah 
pinggiran kota maupun di daerah-daerah 
bagian dalam kota. Perkembangan keruangan 
secara horizontal terdiri dari proses 
perkembangan spasial sentrifugal 
(centrifugal spatial development) dan proses 
perkembangan secara sentripetal (centripetal 
spatial development). Dua macam proses ini 
merupakan proses perkembangan spasial 
utama yang menandai bentuk perkembangan 
kota-kota di Negara yang sedang 
berkembang, sementara itu untuk Negara 
yang sudah berkembang proses 
perkembangan spasial vertikal terlihat 
mendominasi perkembangan kotanya. 
Selanjutnya  Lee (1979) dalam studinya   
mengemukaan bahwa terdapat 6 faktor yang 
mempunyai pengaruh kuat terhadap proses 
perkembangan ruang secara sentrifugal ini 
dan sekaligus akan mencerminkan variasi 
intensitas perkembangan ruang di daerah 
pinggiran kota. Ke enam faktor tersebut ialah 
: 
 





1. Faktor aksesibilitas. 
 Faktor ini mempunyai peranan yang 
besar terhadap perubahan pemanfaatan 
lahan, khususnya perubahan pemanfaatan 
lahan agraris menjadi non agraris di daerah 
pinggiran kota. Yang dimaksudkan dengan 
aksesibilitas dalam hal ini adalah 
aksesibilitas fisikal.  Dalam penjelasannya, 
Lee (1979) lebih menekankan pada 
aksesibilitas fisikal. Aksesibilitas fisikal 
tidak lain merupakan tingkat kemudahan 
suatu lokasi dapat dinjangkau oleh berbagai 
lokasi yang lain. Pengukuran aksesibilitas 
fisikal dpat dilaksanakan dengan menilai 
prasarana transportasi yang ada bersama-
sama dengan sarana transportasinya. 
Visualisasi nilai aksesibilitas dapat dihitung 
berdasarkan time cost value/distance, money 
cost value/distane maupun physical distance. 
Di daerah yang mempunyai nilai 
aksesibilitas fisikal yang tinggi akan 
mempunyai daya tarik yang lebih kuat 
dibandingkan dengan daerah yang 
mempunyai nilai aksesibilitas fisikal yang 
rendah terhadap penduduk maupun fungsi-
fungsi kekotaan. Akibatnya bahwa daerah 
yang mempunyai nilai aksesibilitas fisikal 
yang tinggi akan mengalami perkembangan 
fisikal yang lebih intens bila dibandingkan 
dengan daerah yang mempunyai nilai 
aksesibilitas fisikal yang rendah. Hal ini 
didasari oleh penalaran bahwa pada daerah 
yang mempunyai nilai aksesibilitas yang 
tinggi, seseorang akan mampu melaksanakan 
mobilitas spasial yang lebih cepat dan lebih 
mudah dan hal ini akan memberikan suasana 
yang kondusif terhadap upayanya memenuhi 
kebutuhan atau melaksanakan kegiatan.  
Dibagian tertentu di daerah pinggiran kota 
yang masih di dominasi oleh lahan pertanian, 
namun daerahnya mempunyai nilai 
aksesibilitas fisikal yang tinggi, proses 
konversi lahan pertanian menjadi lahan 
pertanian atau proses pengurangan lahan 
pertanian akan berjalan jauh lebih cepat 
dibandingkan dengan daerah-daerah 
pertanian dengan aksesibilitas fisikal yang 
lebih rendah. Penelitian penulis didaerah 
pinggiran kota Yogyakarta membuktikan hal 
tersebut dengan sangat nyata. Hal inilah 
alasannya mengapa faktor aksesibilitas 
fisikal ini banyak dimanfaatkan sebagai salah 
satu faktor menajemen perkembangan kota 
karena kekhasan fungsi insentifnya terhadap 
perkembangan baru. 
 
2. Faktor pelayanan umum 
 Faktor ini merupakan faktor penarik 
terhadap penduduk dan fungsi-fungsi 
kekotaan untuk datang kearahnya. Makin 
banyak jenis dan macam pelayanan umum 
yang terkonsentrasi pada suatu wilayah, 
maka akan semakin besar daya tariknya 
terhadap penduduk dan fungsi-fungsi 
kekotaan. Pembangunan kampus pendidikan 
yang besar, sebagai contoh, akan di ikuti 
pula oleh banyaknya pendatang baru baik 





sebagai mahasiswa maupun pegawai-
pegawai institusi yang bersangkutan. 
Penduduk setempat baik asli maupun 
pendatang banyak yang memanfaatkan 
peluang bisnis baru untuk memperoleh 
tambahan penghasilan. Usaha pemondokan 
mahasiswa, pembangunan rumah baru untuk 
tujuan yang sama, usaha jasa pengetikan, 
rental komputer, penjualan barang-barang 
keperluan mahasiswa dan lain sejenisnya 
sangat marak terjadi pada pusat-pusat 
pendidikan yang baru. Demikian pula halnya 
dengan dibukanya industry-industri baru 
akan selalu diikuti oleh meningkatnya 
jumlah penduduk maupun volume dan 
frekuensi kegiatan baru. Pusat pelayanan 
umum sangat banyak macamnya antara lain, 
kampus pendidikan, pusat perbelanjaan, 
kompleks perkantoran, kompleks industry, 
pusat rehabilitasi, rumah sakit, tempat 
ibadah, tempat rekreasi dan olah raga, stasiun 
kereta api, stasiun bus, bandara, dan lain 
sejenisnya. 
 
3. Faktor karakteristik lahan 
 Faktor ini tidak kalah penting 
peranannya dalam mempengaruhi intensitas 
perkembangan baru disuatu kota. Memang 
diakui bahwa disatu tempat yang satu sangat 
berbeda dengan tempat yang lain. Oleh 
karena sebagian besar bangunan baru 
didaerah pinggiran kota akan digunakan 
untuk permukiman maupun tempat 
mengakomodasikan prasarana penunjang 
kegiatan, maka lahan-lahan yang terbebas 
dari banjir, stabilitas tanahnya tinggi, 
topografinya relative datar, atau mempunyai 
kemiringan yang kecil, air tanahnya relative 
dangkal, relief mikronya tidak menyulitkan 
untuk pembangunan, drainasenya baik, 
terbebas dari polusi air, udara maupun tanah 
akan mempunyai daya tarik yang lebih besar 
terhadap penduduk maupun fungsi-fungsi 
lain kekotaan dibandingkan dengan daerah-
daerah yang skor komposit variable 
karakteristik lahannya lebih rendah. 
Demikian pula bentuk pemanfaatan lahan 
yang berbeda akan memepunyai daya tarik 
yang berbeda pula. Sebagai contoh dapat 
dikemukakan, yaitu lahan pekarangan akan 
berbeda dengan lahan persawahan walaupun 
keduanya mempunyai skor komposit yang 
sama. Hal ini banyak dipengaruhi oleh 
aspirasi pemukiman (bukan permukiman) 
dari masing-masing calon pemukim. Bagi 
orang yang akan memanfaatkan lahannya 
untuk perumahan, cenderung memilih lahan 
pekarangan dibandingkan dengan lahan 
persawahan. Penyebab utamanya terletak 
pada kerepotan dalam proses 
pembangunannya. Pada lahan pekarangan 
pada umumnya sudah merupakan lahan yang 
memang diperuntukkan bagi bangunan 
perumahan jadi tidak memerlukan proses 
pengeringan  dan perijinan yang terlalu rumit 
apabila dibandingkan dengan lahan 
persawahan. 





Sementara itu untuk lahan persawahan, 
pembangunan perumahan harus di dahului 
oleh perijinan pengeringan dan disamping itu 
untuk lahan pekarangan pembeli dapat 
membeli lahan yang tidak terlalu luas sesuai 
dengan kemampuan daya belinya, sedangkan 
untuk lahan persawahan tidak diperkenankan 
membeli sebagian  persil yang sudah ada 
kecuali didahului oleh proses pengeringan. 
Kesatuan persil yang ada harus dibeli dan 
kebanyakan persil sawah selalu lebih luas 
dari persil pekarangan dan hal ini 
menjadikan kendala bagi pembeli lahan 
karena masalah daya beli lahan. Sementara 
itu dilahan pekarangan orang diperkenankan 
membeli atau menjual sebagian dari luasan 
persil yang ada. Sarana permukiman 
biasanya sudah jadi pada lahan pekarangan, 
sementara itu untuk lahan persawahan sarana 
permukiman belum terbangun. Faktor 
keamanan menjadi bahan pertimbangan pula 
bagi seseorang yang akan membangun. Hal-
hal tersebut merupakan temuan lapangan 
yang berkaitan dengan karakteristik lahan 
(Yunus, 2001) 
 
4. Faktor karakteristik pemilik lahan 
 Faktor ini menentukan corak 
perkembangan spasial disuatu tempat, 
khususnya akselerasi intensitas 
perkembangannya. Pemilik lahan yang 
mempunyai status ekonomi kuat akan 
berbeda dengan pemilik lahan yang berstatus 
ekonomi lemah. Beberapa penelitian 
mengindikasikan bahwa pemilik lahan yang 
mempunyai status ekonomi lebih lemah 
mempunyai kecenderungan lebih kuat untuk 
menjual lahannya disbanding dengan mereka 
yang mempunyai status ekonomi kuat 
(Yunus, 2001). Pemilik-pemilik lahan 
berekonomi lemah kebanyakan berasosiasi 
dengan pemilihan lahan yang sempit dan 
mereka inilah yang paling terpengaruh oleh 
meningkatnya harga lahan yang sedemikian 
tinggi, sementara itu upaya pengolahan 
lahannya tidak menguntungkan. Mereka 
yang berstatus ekonomi kuat tidak didera 
oleh kebutuhan ekonomi mendesak, sehingga 
kemampuan untuk mempertahankan  
lahannya atau tidak menjual lahannya lebih 
kuat dibandingkan dengan mereka yang 
berekonomi lemah. Hal inilah antara lain 
rasional yang mendasari mengapa 
karakteristik pemilik lahan mempunyai  
pengaruh  terhadap perkembangan spasial di 
daerah pinggiran kota. Pada daerah yang 
didominasi oleh pemilik lahan yang berstatus 
ekonomi lemah, transaksi jual-beli lahan 
akan lebih intensif dibandingkan dengan 
daerah yang didominasi oleh pemilik lahan 
berekonomi kuat. 
  
5. Faktor keberadaan peraturan yang  
 mengatur tata ruang. 
 Faktor ini diyakini sebagai, salah satu 
faktor yang berpengaruh kuat terhadap 
intensitas perkembangan spasial di daerah 
pinggiran kota apabila peraturan yang ada 





dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen 
(Sinclair, 1967). Pada daerah tertentu dimana 
diberlakukan peraturan yang membatasi 
pembangunan permukiman maupun 
pembangunan fisik lainnya karena 
wilayahnya telah ditentukan sebagai daerah 
terbuka hijau, maka selama peraturan yang 
akan dilaksanakan secara konsisten dan 
konsekwen maka disana tidak akan terjadi 
perkembangan fisikal yang berarti. Demikian 
pula halnya dengan daerah pinggiran kota 
yang telah diperuntukkan untuk menjadi 
pengembangan permukiman walau 
daerahnya masih kosong, namun daerah 
tersebut akan berkembang sebagai daerah 
permukiman dimasa depan secara intens. 
Daerah ini akan mempunyai akselerasi 
perkembangan fisikal yang lebih cepat 
dibandingkan dengan daerah yang dilarang 
untuk perkembangan fisikal baru. 
  
6. Faktor prakarsa pengembang. 
 Faktor ini mempunyai peranan yang 
kuat pula dalam mengarahkan perkembangan 
spasial suatu kota. Oleh karena para 
pengembang selalu menggunakan ruang 
yang cukup luas, maka keberadaan kompleks 
yang di bangun akan mempunyai dampak  
yang besar pula terhadap lingkungan sekitar. 
Pada daerah tertentu yang mungkin sebelum 
dibeli oleh pengembang merupakan lahan 
yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat 
rendah, setelah dibeli dan dimanfaatkan 
pengembang untuk pembangunan kawasan 
permukiman elit dengan prasarana dan 
sarana permukiman yang lengkap dan baik, 
maka daerah yang bersangkutan akan 
berubah menjadi daerah yang sangat menarik 
pemukim-pemukim baru maupun kegiatan 
ekonomi. Daerah semacam ini akan 
mempunyai akselerasi perkembangan spasial 
yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan 
daerah yang tidak dijamah oleh pengembang.   
 
METODE PENELITIAN 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan survey langsung ke instansi seperti 
Kantor  PBB Cabang Kendari, Kantor 
Kelurahan dan kecamatan masing-masing 
dalam zona penelitian, (BPS, BAPPEDA, 
Dispenda, dan Dinas Tata Kota Kendari), 
dan lain-lain instansi terkait serta observasi 
lapangan. 
Analisis kependudukan biasanya data 
sudah terolah oleh badan pusat statistik, 
tinggal mencocokkan dengan data kelurahan 
masing-masing termasuk mencari dan 
menyusun data yang bersifat  time series, 
sesuai dengan base year yang ditetapkan. 
Perlu di jelaskan bahwa ketika 
diterapkan Perencanaan 7 BWK, waktu itu 
Kota Kendari masih  berjumlah 6 kecamatan, 
dan pada tahun 2007 dimekarkan lagi 
menjadi 10 kecamatan, sehingga kelurahan 
yang tercakup dalam BWK V yaitu 
kelurahan Rahandouna, Andounohu, 
Mokoau, Padaleu, Kambu, Lalora dan 





sebagaian Kelurahan Lepo-lepo. Walaupun   
jumlah kecamatan dan  kelurahan 
dimekarkan, akan tetapi luasan pada BWK 






































Gambar 3. Peta Zona BWK V, Kota 
Kendari 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Analisa Kependudukan 
1. Laju pertumbuhan penduduk 
Penduduk adalah subjek  pembangunan 
sekaligus objek dari pebangunan itu sendiri. 
Untuk menyusun suatu rencana 
pembangunan suatu wilayah maka salah satu 
komponen utama di analisis adalah 
penduduk atau manusia yang mendiami 
wilayah tersebut. Semakin banyak jumlah 
penduduk akan mempengaruhi jenis kegiatan 
yang ada pada suatu wilayah, sebaliknya 
kegiatan yang ada akan mempengaruhi 
jumlah penduduk di wilayah tersebut. 
Pentingnya analisis penduduk ini karena 
berhubungan langsung dengan daya dukung 
lahan untuk masa sekarang dan yang lebih 
penting lagi adalah estimasi kemampuan 
daya dukung lahan untuk permukiman di 
masa yang akan datang dalam pengertian 
perencanaan jangka panjang dalam satuan 5, 
10, atau 25 tahun di masa datang. 





Selanjutnya dalam analisis penduduk 
khusus BWK V ini,  akan di amati setelah 
jumlah penduduk diketahui adalah laju 
pertumbuhan penduduk sebagai mana 
diperlihatkan pada tabel 6.1. berikut ini  : 
 








Tahun 2007 yang digunakan sebagai 
tahun dasar pengamatan perkembangan 
jumlah penduduk pada tabel D.01 
memperlihatkan pertumbuhan yang cukup 
besar ke tahun 2008 yaitu dengan laju 
pertumbuhan sebesar 10,37%. Potensi 
pertumbuhan tersebut cenderung di 
pengaruhi oleh : 1) Kondisi lahan untuk 
perumahan/ permukiman di Kota Lama 
sudah tidak memungkinkan lagi sehingga 
penduduk bergeser ke lahan-lahan kosong di 
wilayah Andonohu dan sekitarnya. 2) Letak 
strategis BWK V sebagai pusat pendidikan 
menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk 
untuk datang berdomisili. Sedangkan 
pertumbuhan dari tahun 2008 ke 2009  
menurun menjadi 2,22%. 
 
 
2. Rasio distribusi penduduk 
Penduduk yang bermukim pada suatu 
wilayah tidak selalu tersebar secara merata 
dalam semua sub wilayah yang ada. Ada 
kemungkinan penduduk lebih banyak 
bermukim pada sub wilayah tertentu 
sedangkan pada sub wilayah lainnya 
penduduk sangat jarang. Dengan demikian 
jika perencana hanya mengacu pada tingkat 
kepadatan maka rencana yang dibuat 
biasanya sulit diterapkan atau tidak mencapai 
sasaran yang diharapkan. Untuk itu maka 
selain  mengetahui tingkat kepadatan, 
perencana hendaknya juga mengetahui rasio 
distribusinya. Rumus ratio distribusi 
penduduk adalah sebagai berikut  : 
 
Ppi  =  Pi        x 100% 
          Pw 
 
dimana  : 
 
Ppi    =  Persentase penduduk pada sub 
wilayah  
           ke-i 
Pi    =  Jumlah Penduduk pada sub wilayah 
ke-i 










Tabel D.02. Ratio Distribusi Penduduk BWK 
V, 






Berdasarkan rasio distribusi penduduk 
pada tabel 2.. terlihat bahwa konsentrasi 
penduduk terbanyak di BWK V adalah 
kelurahan Lalolara sebesar 24,18% dari total 
jumlah penduduk BWK V, urutan ke-2 
konsentrasi penduduk terbanyak kelurahan 
Rahandouna sebesar 21,05%, kemudian 
19,56% untuk Kelurahan Andonohu dan 
17,35% untuk Kelurahan  Kambu.  
 
3. Estimasi proyeksi penduduk 2009-
2019 
Kepentingan langsung terkait dengan 
pengaturan pemanfaatan ruang atau penataan 
ruang adalah jumlah penduduk itu sendiri 
yang sifatnya terus bertambah/ berkembang 
dan bertempat tinggal pada suatu luasan 
wilayah yang sifatnya terbatas. Terbatas 
dalam pengertian batas-batas wilayah 
administrasi, terbatas dalam batasan variasi 
topografi yang layak untuk di tempati 
bangunan atau permukiman, terbatas dalam 
ambang batas desakan perkembangan 
horizontal fisik bangunan. 
Untuk memproyeksikan jumlah 
penduduk BWK V sepuluh tahun kedepan 
yaitu data dari tahun 2009 sampai tahun 
2019, maka pada perhitungan ini di gunakan  
Metode Bunga Berganda dengan persamaan 
sebagai berikut  : 
 
Pt =  Pn x ( 1 + r )t , dimana  : 
Pt   =  Jumlah penduduk pada tahun t 
P0  =  Jumlah penduduk pada tahun awal 
r    =  Angka pertumbuhan  = 1 – 
Antilog {(  
          log Pt/P0 ) / t} 
t    =  Jangka waktu dalam tahun 
 
Untuk melanjutkan perhitungan ini di 
gunakan angka jumlah penduduk BWK V  
dan data yang tersedia di gunakan adalah 
data tahun 1999 = 23.485 jiwa dan 2009 = 
38.068 jiwa, sebagai berikut  : 
 
Pt                =    Pn x ( 1 + r )n  ≈  r  = 1 –  
                          Antilog {( log Pt/P0 ) / t} 
t                   =    10 
P2009             =    P1999 x ( 1 + r )
t   
38.068   =    23.485  x ( 1+r )10 
Log ( 1+r )    =  Log 38.068 - Log 23.485 
    10 
Log ( 1+r )    =   0,02098 
1 + r             =   Antilog  0, 02098 
1 + r             =    1,0471 
r                   =    1,0471 - 1 
r                   =    0, 0471  






Maka subtitusi dalam persamaan sebagai 
berikut : 
 
P2014              =    P2009 x ( 1 + r )
5   
P2014              =    38.068  x  ( 1 + 0, 0471 )
5  
P2014              =    47.918 Jiwa,   
 
Demikian  seterusnya  hasil perhitungan 
proyeksi jumlah penduduk untuk BWK V,  







Hasil proyeksi penduduk seperti pada 
table 3 tersebut memberikan gambaran 
bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk 
BWK V berkisar 60.317 jiwa. 
 
4. Tingkat Kepadatan Penduduk  
Tingkat kepadatan penduduk adalah 
perbandingan antara jumlah penduduk 
dengan luas wilayah. Luas wilayah kelurahan 
adalah wilayah dimana penduduk memiliki 
identitas asal domisili dan melakukan 
aktivitas rukun warga dan rukun tetangga, 
sehingga luas wilayah yang dimaksud dalam 
hal ini adalah luas wilayah administrasi 
kelurahan dan luas wilayah Bagian Wilayah 
Kota V, Kota Kendari. 
 Untuk mengetahui tingkat atau 
klasifikasi kepadatan penduduk di gunakan  
acuan yaitu  klasifikasi kepadatan penduduk 
berdasarkan  SNI 03 – 1733 – 2004, tentang 
perencanaan lingkungan perumahan di 
perkotaan dengan menggunakan satuan luas 










Tabel 4. memberikan acuan tingkat 
kepadatan penduduk di perkotaan dengan 
membagi 4 klasifikasi yaitu kepadatan 
rendah, sedang, tinggi dan sangat padat 
dengan memperhatikan reduksi terhadap 
kebutuhan lahan. 
Selanjutnya untuk melakukan 
perbandingan tingkat kepadatan penduduk 
maka disajikan data kepadatan penduduk 













Tabel 5 adalah tingkat kepadatan 
penduduk BWK V pada tahun 2009 dan 
menunjukkan kelurahan yang terpadat 
penduduknya adalah Kelurahan Lalolara 
yaitu 20 jiwa/Ha dan yang terendah yaitu 
Kelurahan Lepo-lepo dan Kelurahan Mokoau 
masing-masing 2 jiwa/Ha pada tahun 2009. 
akan tetapi masih termasuk dalam klasifikasi 
kepadatan penduduk yang rendah yaitu 
dibawah dari 150 jiwa/Ha. 
Selanjutnya  dengan menggunakan hasil 
proyeksi jumlah penduduk 10 tahun ke 
depan  dari tahun 2009 – 2019 pada tabel 6. 








5. Grafik perkembangan penduduk 
BWK V 
Berikut ini di sajikan grafik 
perkembangan jumlah penduduk pada BWK 
V sehingga dapat memberikan gambaran 
fluktuasi penduduk sepanjang tiga tahun 

















Tabel 6 menampilkan jumlah 
pertumbuhan penduduk dari tahun 2007 
sampai tahun 2009, beserta dengan jumlah 
keluarga, rata-rata jiwa perkeluarga dan luas 
masing-masing Kelurahan. Pertumbuhan 
penduduk tertinggi terdapat pada Kelurahan 
Lalolara sebesar 9.205 jiwa pada tahun 2009 
dan pertumbuhan penduduk terendah 
terdapat pada Kelurahan Lepo-lepo sebesar 
1.148 jiwa pada tahun 2009. Selanjutnya 
fluktuasi perkembangan penduduk 









Grafik 1. Grafik Perkembangan Jumlah 
Penduduk Kelurahan Kambu 





Grafik 1. menunjukkan perkembangan 
jumlah penduduk pada Kelurahan Kambu 
dari tahun 2007 sampai 2009. Tahun 2007 
penduduk berjumlah 5.016 jiwa, tahun 2008 
penduduk berjumlah 6.583 jiwa dan tahun 











Grafik 2. Grafik Perkembangan Jumlah 
Penduduk Kelurahan Mokoau 
 
Grafik 2. menunjukkan perkembangan 
jumlah penduduk pada Kelurahan Mokoau 
dari tahun 2007 sampai 2009. Tahun 2007 
penduduk berjumlah 1.983 jiwa, tahun 2008 
penduduk berjumlah 2.341 jiwa dan tahun 


















Grafik 3. Grafik Perkembangan Jumlah 
Penduduk Kelurahan Padaleu 
 
Grafik 3. menunjukkan perkembangan 
jumlah penduduk pada Kelurahan Padaleu 
dari tahun 2007 sampai 2009. Tahun 2007 
penduduk berjumlah 2.763 jiwa, tahun 2008 
penduduk berjumlah 3.092 jiwa dan tahun 











Grafik 4. Grafik Perkembangan Jumlah 
Penduduk Kelurahan Lolalara 
Grafik 4. menunjukkan perkembangan 
jumlah penduduk pada Kelurahan Lalolara 
dari tahun 2007 sampai 2009. Tahun 2007 
penduduk berjumlah 8.589 jiwa, tahun 2008 





penduduk berjumlah 8.876 jiwa dan tahun 









Grafik 5. Grafik Perkembangan Jumlah 
Penduduk Kelurahan Andonohu 
Grafik 5. menunjukkan perkembangan 
jumlah penduduk pada Kelurahan 
Andonohu dari tahun 2007 sampai 2009. 
Tahun 2007 penduduk berjumlah 7.014 
jiwa, tahun 2008 penduduk berjumlah 
7.355 jiwa dan tahun 2009 penduduk 












Grafik 6.. Grafik Perkembangan Jumlah 
Penduduk Kelurahan Mokoau 
 
Grafik 6. menunjukkan perkembangan 
jumlah penduduk pada Kelurahan 
Rahandouna dari tahun 2007 sampai 2009. 
Tahun 2007 penduduk berjumlah 7.360 jiwa, 
tahun 2008 penduduk berjumlah 7.874 jiwa 














Grafik 7. Grafik Perkembangan Jumlah 
Penduduk Kelurahan Lepo-lepo 
Grafik 7. menunjukkan perkembangan 
jumlah penduduk pada Kelurahan Lepo-lepo 
dari tahun 2007 sampai 2009. Tahun 2007 
penduduk berjumlah 1.015 jiwa, tahun 2008 
penduduk berjumlah 1.120 jiwa dan tahun 
2009 penduduk berjumlah 1.148 jiwa. 
Selanjutnya untuk melihat grafik 
perkembangan jumlah penduduk di BWK V 
maka terlebih dahulu di sajikan data 
perkembangan jumlah penduduk, keluarga 
dan luas menurut kawasan BWK V. Tabel 
D.08. memberikan informasi pertumbuhan 





jumlah penduduk menurut kawasan BWK V 


















Grafik 8. Grafik Perkembangan Jumlah 
Penduduk Kelurahan Mokoau 
 
Grafik 8. menunjukkan perkembangan 
jumlah penduduk pada BWK V dari tahun 
2007 sampai 2009. Tahun 2007 penduduk 
BWK V berjumlah 33.740 jiwa, tahun 2008 
penduduk berjumlah 37.241 jiwa dan tahun 
2009 penduduk berjumlah 38.068 jiwa. 
 
6. Daya tampung penduduk menurut 
BWK 
Dari table potensi daya tampung ruang 
kota menurut kepadatan penduduk di Kota 
Kendari untuk kepadatan  < 10  jiwa/Ha 
potensi wilayah keseluruhan seluas 1.789,14 
Ha, sedangkan untuk kepadatan 10 – 30 
potensi wilayah keseluruhan seluas 4.325,40 
Ha, untuk kepadatan 30 – 50 Jiwa/Ha potensi 
wilayah keseluruhan seluas 4.695,53 Ha dan 
untuk kepadatan   > 50 Jiwa/Ha potensi 
wilayah keseluruhan seluas 1.651,93 Ha, 
dengan jumlah luas kawasan yang tidak 
terbangun seluas 17.127,00 Ha dengan luas 
total keseluruhan seluas 29.589 Ha.  
Untuk potensi daya tampung ruang kota 
menurut kepadatan penduduk di Kota 
Kendari dapat diperlihatkan pada table 









Table 9. tersebut memberikan informasi 
hubungan keterkaitan antara laju 
pertambahan penduduk menurut BWK 
dengan luas lahan tidak terbangun. Semakin 
tinggi tingkat kepadatan penduduk maka 
akan semakin berkurang luasan lahan tak 
terbangun tersebut. 
Khusus untuk BWK V dalam satuan 
luas hektar berjumlah 4.902 Ha, dengan luas 
lahan tak terbangun sebesar 1621,50 Ha. 





Apabila tingkat kepadatan penduduk < 10 
jiwa/Ha, maka luas lahan tak terbangun akan 
berkurang menjadi 1.377,48 Ha. Tingkat 
kepadatan penduduk 10 – 30 jiwa/Ha, maka 
luas lahan tak terbangunnya menurun 
menjadi 927,72 Ha, Tingkat kepadatan 30-50 
jiwa/Ha maka luas lahan tidak terbangunnya 
berkurang lagi menjadi 664,76 Ha, 
selanjutnya tingkat kepadatan penduduk > 50 
jiwa/Ha maka luas lahan tidak terbangunnya 
menyempit lagi menjadi 310,54 Ha.  
Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi 
penduduk diatas menunjukkan bahwa untuk 
kondisi existing sekarang ini jumlah 
penduduk BWK V tahun 2009 sebesar 
38.068 jiwa dengan tingkat kepadatan 6 jiwa/ 
Ha, dan dalam table 6.9. masih dalam tingkat 
kepadatan  < 10  jiwa/Ha. Selanjutnya hasil 
proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2019 
berjumlah 60.317 jiwa dengan tingkat 
kepadatan 9 jiwa/Ha, dan sesuai dengan table 
6.9. berada pada posisi tingkat kepadatan 10 
– 30 jiwa/Ha pada sepuluh tahun yang akan 
datang. 
Menurut standar yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen 
Pekerjaan Umum, tingkat kepadatan 
maksimal yang masih layak adalah sebesar  
200 jiwa/Ha. Tingkat kepadatan penduduk 
berikutnya untuk areal yang sudah menjauhi 
pusat kota adalah sebesar 150 jiwa/Ha 
sampai 180 jiwa/Ha. Sedangkan tingkat 
kepadatan penduduk untuk areal di pinggiran 
kota maksimal sebesar 100 jiwa/Ha. Standar 
ini di peruntukkan bagi kota yang 
mempunyai tingkat kepadatan penduduk 
tinggi. Penggunaan standar ini memerlukan 
penyesuaian dengan tetap harus 
mempertimbangkan faktor lingkungan 
alamiah. 
Hasil proyeksi penduduk BWK V pada 
tahun 2019 diperoleh  tingkat kepadatan 9 
jiwa/Ha. Ini berarti untuk 10 tahun ke depan 
jumlah dan kepadatan penduduk BWK V 
masih jauh di bawah ambang batas katagori 
berkepadatan tinggi, akan tetapi kontrol dan 
pengawasan yang ketat dari pemerintah kota 
setiap saat harus menjadi masalah serius 
terutama menyangkut pola penyebaran 
penduduk yang lebih teratur dan efisien. 
 
Analisa Spasial 
1. Rencana tata guna lahan versi RTRW 
Kota Kendari 2000-2010 
Menurut Rencana Tata Guna Lahan 
berdasarkan BWK dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2000-
2010 bahwa luas kawasan yang 
diperuntukkan sebagai kawasan terbangun 
seluas 3.250,50 Ha dan untuk kawasan tidak 
terbangun seluas 1.621,50. Seperti terlihat 






























Tabel 10. adalah Rencana Tata Guna 
Lahan berdasarkan BWK dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 
2000-2010 dimana di dalamnya membagi 
dua katagori pemanfaatan lahan yaitu 
Kawasan Terbangun dan Kawasan Tidak 
Terbangun beserta masing-masing item 
luasan peruntukannya. 
 
2. Perkembangan luas bangunan dan 
pemilikan lahan versi DHKP 
Untuk melihat perkembangan luas 
bangunan, jumlah unit bangunan dan luas 
kepemilikan lahan dapat diperoleh pada 
Daftar Himpunan Ketetapan Dan 
Pembayaran – Pajak Bumi dan Bangunan 
(DHKP-PBB) dimana datanya dapat 
diperoleh di masing-masing kelurahan. 
Berikut ini di tabel D.11. sampai dengan 
tabel D.17. di sajikan tabel perkembangan 
jumlah bangunan, luas pemilikan tanah, luas 
bangunan disertai dengan grafik untuk 
melihat fluktuasi laju perkembangannya 









Untuk memperjelas Tabel 11. 
perkembangan yang terjadi pada Kelurahan 
Padaleu digunakan bantuan grafik 
sebagaimana di tampilkan pada gambar 6.9, 















Gambar 9. (Penjelasan Tabel 11) 
Adalah grafik perkembangan jumlah unit 
bangunan pada Kelurahan Padaleu dimana 
pada tahun 2007 = 1.583 unit, 2008 = 1.609 
unit, 2009 = 1.631 unit bangunan. Dengan 
laju perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 













Gambar 10. (Penjelasan Tabel 11) 
Adalah grafik perkembangan luas 
kepemilikan tanah pada Kelurahan Padaleu 
dimana pada tahun 2007 = 4.005.262 m2, 
2008 = 4.027.370 m2, 2009 = 4.064.384 m2. 
Dengan laju perkembangan dari tahun 2007 
ke 2008 sebesar 0,55% dan dari 2008 ke 

















Gambar 11. (Penjelasan Tabel 11) 
Adalah grafik perkembangan luas bangunan  
pada Kelurahan Padaleu dimana pada tahun 
2007 = 47.373 m2, 2008 = 47.793 m2, 2009 = 
54.295 m2. Dengan laju perkembangan dari 
tahun 2007 ke 2008 sebesar 0,89% dan dari 






















Untuk memperjelas Tabel D.12. 
perkembangan yang terjadi pada Kelurahan 
Mokoau  digunakan bantuan grafik 
sebagaimana di tampilkan pada gambar 12, 










Gambar 12. (Penjelasan Tabel D.12) 
Adalah grafik perkembangan jumlah unit 
bangunan pada Kelurahan Mokoau dimana 
pada tahun 2007 = 1.606 unit, 2008 = 1.649 
unit, 2009 = 1.694 unit bangunan. Dengan 
laju perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 













Gambar 13. (Penjelasan Tabel 6.12) 
Adalah grafik perkembangan luas 
kepemilikan tanah pada Kelurahan Mokoau 
dimana pada tahun 2007 = 7.299.767 m2, 
2008 = 7.417.032  m2, 2009 = 7.469.645 m2. 
Dengan laju perkembangan dari tahun 2007 
ke 2008 sebesar 1,61% dan dari 2008 ke 













Gambar 14. (Penjelasan Tabel 6.12) 
Adalah grafik perkembangan luas bangunan  
pada Kelurahan Mokoau dimana pada tahun  
2007 = 15.565  m2, 2008 = 18.470 m2, 2009 
= 18.603 m2. Dengan laju perkembangan 
dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 18,66% dan 























Untuk memperjelas Tabel 13. 
perkembangan yang terjadi pada Kelurahan 
Kambu  digunakan bantuan grafik 
sebagaimana di tampilkan pada gambar.15, 










Gambar 15. (Penjelasan Tabel 13) 
Adalah grafik perkembangan jumlah unit 
bangunan pada Kelurahan Kambu dimana 
pada tahun 2007 = 1.659 unit, 2008 = 1.775 
unit, 2009 = 1.849 unit bangunan. Dengan 
laju perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 










Gambar 16. (Penjelasan Tabel 13) 
Adalah grafik perkembangan luas pemilikan 
tanah  pada Kelurahan Kambu dimana pada 
tahun 2007 = 2.016.150 m2, 2008 = 
2.225.322 m2, 2009 = 2.473.137 m2. Dengan 
laju perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 












Gambar 17. (Penjelasan Tabel 13) 
Adalah grafik perkembangan luas bangunan 
pada Kelurahan Kambu dimana pada tahun 
2007 = 46.223 m2, 2008 = 47.899 m2, 2009 = 
50.897 m2. Dengan laju perkembangan dari 
tahun 2007 ke 2008 sebesar 3,63% dan dari 
2008 ke 2009 sebesar 6,26%. 

















Untuk memperjelas Tabel 14. 
perkembangan yang terjadi pada Kelurahan 
Lalolara  digunakan bantuan grafik 
sebagaimana di tampilkan pada gambar 18, 











Gambar 18. (Penjelasan Tabel 14) 
Adalah grafik perkembangan jumlah unit 
bangunan pada Kelurahan Lalolara dimana 
pada tahun 2007 = 1.083 unit, 2008 = 1.294 
unit, 2009 = 1.349 unit bangunan. Dengan 
laju perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 
sebesar  19,48% dan dari 2008 ke 2009 













Gambar 19. (Penjelasan Tabel 14) 
Adalah grafik perkembangan luas pemilikan 
tanah  pada Kelurahan Lalolara dimana pada 
tahun 2007 = 2.054.049 m2, 2008 = 
2.158.862  m2, 2009 = 2.187.657 m2. Dengan 
laju perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 


















Gambar 20. (Penjelasan Tabel 14) 
Adalah grafik perkembangan luas bangunan 
pada Kelurahan  Lalolara  dimana pada tahun 
2007 = 36.355 m2, 2008 = 51.510 m2, 2009 = 
55.725 m2. Dengan laju perkembangan dari 
tahun 2007 ke 2008 sebesar 41,69% dan dari 










Untuk memperjelas Tabel 15. 
perkembangan yang terjadi pada Kelurahan 
Andounohu  digunakan bantuan grafik 
sebagaimana di tampilkan pada gambar 21, 










Gambar 21. (Penjelasan Tabel 15) 
Adalah grafik perkembangan jumlah unit 
bangunan pada Kelurahan Andonohu  
dimana pada tahun 2007 = 2.150 unit, 2008 
= 2.610 unit, 2009 = 2.724 unit bangunan. 
Dengan laju perkembangan dari tahun 2007 
ke 2008 sebesar  21,40% dan dari 2008 ke 











Gambar 22. (Penjelasan Tabel 15) 
Adalah grafik perkembangan luas pemilikan 
tanah  pada Kelurahan  Andonohu  dimana 
pada tahun 2007 = 5.899.650  m2, 2008 = 
6.732.090  m2, 2009 = 6.852.134  m2. 
Dengan laju perkembangan dari tahun 2007 
ke 2008 sebesar 14,11% dan dari 2008 ke 

















Gambar 23. (Penjelasan Tabel 15) 
Adalah grafik perkembangan luas bangunan 
pada Kelurahan  Andonohu  dimana pada 
tahun 2007 = 57.937 m2, 2008 = 66.387 m2, 
2009 = 71,062 m2. Dengan laju 
perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 














Untuk memperjelas Tabel 16. 
perkembangan yang terjadi pada Kelurahan 
Rahandouna  digunakan bantuan grafik 
sebagaimana di tampilkan pada gambar 24, 




















Gambar 24. (Penjelasan Tabel 16) 
Adalah grafik perkembangan jumlah unit 
bangunan pada Kelurahan Rahandouna  
dimana pada tahun 2007 = 2.410 unit, 2008 
= 2.468 unit, 2009 = 2.535 unit bangunan. 
Dengan laju perkembangan dari tahun 2007 
ke 2008 sebesar 2,41% dan dari 2008 ke 




















Gambar 25. (Penjelasan Tabel 16) 
Adalah grafik perkembangan luas pemilikan 
tanah  pada Kelurahan Rahandouna dimana 
pada tahun 2007 = 4.109.559 m2, 2008 = 
4.258.607 m2, 2009 = 4.355.263 m2. Dengan 
laju perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 













Gambar 26. (Penjelasan Tabel 16) 
Adalah grafik perkembangan luas bangunan 
pada Kelurahan  Andonohu  dimana pada 
tahun 2007 = 66.434 m2, 2008 = 78.925 m2, 
2009 = 79.969 m2. Dengan laju 
perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 






















Untuk memperjelas Tabel 17. 
perkembangan yang terjadi pada Kelurahan 
Lepo-Lepo  digunakan bantuan grafik 
sebagaimana di tampilkan pada gambar 27, 




















Gambar 27. (Penjelasan Tabel D.7) 
Adalah grafik perkembangan jumlah unit 
bangunan pada Kelurahan Lepo-lepo dimana 
pada tahun 2007 = 184 unit, 2008 = 191 unit, 
2009 = 230 unit bangunan. Dengan laju 
perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 
















Gambar 28. (Penjelasan Tabel 17) 
Adalah grafik perkembangan luas pemilikan 
tanah  pada Kelurahan  Lepo-lepo dimana 
pada tahun  2007 = 853.340 m2, 2008 = 
901.210 m2, 2009 = 984.320 m2. Dengan laju 
perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 
















Gambar 29. (Penjelasan Tabel 17) 
Adalah grafik perkembangan luas bangunan 
pada Kelurahan  Lepo-lepo  dimana pada 
tahun 2007 = 7.601 m2, 2008 = 7.880 m2, 
2009 = 8.208  m2. Dengan laju 
perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 










Untuk memperjelas Tabel D.8. 
perkembangan yang terjadi pada Kawasan 
BWK V  digunakan bantuan grafik 
sebagaimana ditampilkan pada gambar 6.30, 
6.31 dan gambar 6.32 sebagai berikut  : 
 














Gambar 30. (Penjelasan Tabel 18) 
Adalah grafik perkembangan jumlah unit 
bangunan  pada Kawasan BWK V dimana 
pada tahun  2007 = 10.675 unit, 2008 = 
11.596 unit, 2009 = 12.012 unit bangunan. 
Dengan laju perkembangan dari tahun 2007 
ke 2008 sebesar 8,63% dan dari 2008 ke 












Gambar 31. (Penjelasan Tabel D.8) 
Adalah grafik perkembangan luas pemilikan 
tanah  pada Kawasan BWK V dimana pada 
tahun  2007 = 26.237.777 m2, 2008 = 
27.720.493 m2, 2009 = 28.386.540 m2. 
Dengan laju perkembangan dari tahun 2007 
ke 2008 sebesar 5,65% dan dari 2008 ke 














Gambar 32. (Penjelasan Tabel 18) 
Adalah grafik perkembangan luas bangunan  
pada Kawasan BWK V dimana pada tahun  
2007 = 277.488  m2, 2008 = 318.864  m2, 
2009 = 338.759  m2. Dengan laju 
perkembangan dari tahun 2007 ke 2008 
sebesar 14,91% dan dari 2008 ke 2009 
sebesar 6,24%. 
3. Perbandingan lahan terbangun dan 
lahan tidak terbangun 
 Dalam rencana tata ruang wilayah kota 
kendari kawasan terbangun dan tidak 
terbangun  seluas 3.250,50 + 1.621,5  = 
4.872 ha. Angka luasan ini adalah angka 
luasan sesuai dengan pembagian peruntukan 
tata guna lahannya.  Sedangkan luas Bagian 
Wilayah Kota V sendiri  secara keseluruhan 





dapat di lihat berdasarkan luas 7 kelurahan 
yaitu seluas 6.599 ha.   
 Perbandingan antara Rencana Kawasan 
Terbangun BWK V di kurangi realisasi luas 
bangunan tahun 2009 = 3.250,5 – 33,8759 = 
3.216,62 ha. Ini berarti realisasi luas 
bangunan sekitar 0,353% dari rencana 
kawasan terbangun. Demikian pula 
perbandingan luas kepemilikan lahan dengan 
luas bangunan = 28.386.540  – 33.8759 = 
28.047.781 m2, sekitar 1,19% dari luas 
kepemilikan lahan. 
 Selanjutnya selisih Bagian Wilayah Kota 
V dengan luas kepemilikan lahan yaitu 
65.990.000 – 28.386.540 = 37.603.460 m2. 
Kepemilikan lahan sekitar 43,02% dari luas 
Bagian Wilayah Kota V. Sisa non 
kepemilikan lahan sekitar 56,98 %.  
 Sedangkan bila dibandingkan lagi 
dengan luas rencana kawasan terbangun dan 
tidak terbangun ( 3.250,5 + 1.621,5 = 4.872 
ha ) terhadap luas BWK V berdasarkan 
jumlah masing-masing luasan kelurahan ( 
6.599 ha ) yaitu = 6.599 – 4.872 = 1.727 ha. 
Sisa luasan ini adalah di luar perencanaan 
tata guna lahan versi RTRW BWK V tahun 
2000-2010 atau sekitar 26,171% dari luas 







1. Perkembangan penduduk dan fisik 
kekotaan 
Tabel 4. Perbandingan  perkembangan  
pnddk 
                 dan fisik kekotaan 


























Fakta tabel 4. memberikan informasi bahwa 
ternyata perkembangan jumlah bangunan, 
luas pemilikan tanah dan luas bangunan 
mengikuti irama perkembangan penduduk 
 








Kategori   
2009 6  jiwa/Ha Rendah  
2019 
(proyeksi) 
9  jiwa/Ha Rendah 
 





Kepadatan penduduk sampai pada tahun 
2019 sebesar 9 jiwa/Ha, masih dalam 
kategori rendah. 
 
3. Perkembangan penduduk serta efek 
perkembangannya terhadap fisik spasial 
hanya dapat di arahkan tetapi tidak dapat 
ditekan dan dikendalikan. 
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